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ABSTRACT
Putusan Hakim merupakan suatu pernyataan hakim, dengan memperhatikan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat
bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah
melakukannya. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Setiap Penyalah Guna
Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, merupakan dasar hukum yang
diterapkan dalam putusan nomor 113/Pid.B/2013/PN.JTH. Namun, dasar hukum ini tidak sesuai dengan alat bukti yaitu keterangan
saksi dan keterangan terdakwa sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan putusan hakim yang tidak tepat dalam menerapkan dasar hukum dan
penjatuhan pidana tidak mencerminkan nilai keadilan.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian hukum
normatif (kepustakaan). Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup buku-buku, peraturan
perundang-undangan, putusan pengadilan dan lain sebagainya. Studi ini dilakukan dengan cara menelaah putusan pengadilan dan
mencari solusi atas permasalahannya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pemidanaan yang digunakan hakim tidak tepat. Oleh karena hakim tidak
menganalisis secara cermat keseluruhan Pasal-Pasal yang didakwakan dan kurang memperhatikan alat bukti yaitu keterangan saksi
dan keterangan terdakwa yang dari alat bukti tersebut tindak pidana mengarah pada Pasal 114 ayat 1 sebagai perantara, tetapi hakim
menjatuhkan Pasal 127 ayat(1) huruf a tentang penyalah gunaan narkotika. Putusan hakim merupakan vonis bagi terdakwa,
penjatuhan vonis bagi terdakwa harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sehingga membuat
efek jera bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi sedangkan bagi masyarakat dapat melihat atau merasakan
kepastian dari hukum
Disarankan kepada hakim agar menerapkan dasar hukum yang tepat dalam membuktikan kesalahan para terdakwa dan kepada
hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam undang-undang agar terwujud
keadilan bagi si pelaku dan bagi masyarakat.
